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BUPATI JEPARA 

batwa untuk melaksarakan ketentuan Pasat 42 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 32 tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dani Anggaran Pendapatan dan Belarja 
Daerah. pertu menetapkan peraturan Bupati Jepara tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan. 
Pelaporan dan Pertanggungawaban serta Monitoning dar 
Evaluasi Pember.an Hibah dan Bantuan Sosial 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembertukar 
daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengat 

2. Urdang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarbatan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Noror 4286 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republii 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara 
Republk Indonesia Norr 4355) 

4 Urdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenintatan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 

Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teraihr 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubanan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahu 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu 208 Nomor 59, Tambatan 
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844 



5 Undang-Undang Norer 33 Tahun 2004 tentang Penmbangar 
Keuangan artaa Pemenitat Pusat an Perenintaan Daerah 
(Lembaran Negara Repubbik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126. Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 
4438) 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Persturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republic Indonesia Nomor 5234); 

7. Peraturan Pererintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Peneriraan Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5202) 

1f. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tntang Pengadaan 

Barang/Jasa Pererintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 (Benita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nmor 310); 

13. Peraturan Menteni Dal'am Negeni Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daer ah  
K abu pa te n  Jepara Nomor 3). 



MEMuTUSKAN 

• PERATURAN BUPATT TENTANG TATA CARA 
PENGANGARAN. PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN. PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI PEAMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten  Jepara 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jepara dan perangkat Daerah sebagai unsure 

penyelenggara emerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga perwalilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan 
Daerah. 

5. Keuangan Daerah adalah serua hak dan kewajban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
di dalt mnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut. 

6 Agg""""""Ptan dan Bely 0erah yang +elanjutrya isinglet APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pererintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

7. Peja bat  Pengelola  Keuangan  Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
mo laksan akan  pengelols  in  AP8D  dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah (BUD) 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah prangk.at daerah pada Pemerintah Daerah selaku penguna 
anggaran/penggu barang yang jga melaksanakan pengelolaan keuangan 
Daerah. 

9. Tim anggaran Pemenintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD bdalah tim 
yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang 
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rang#a 
penyusuna APD yang anggotanya terdiri dai pejabat perencana daerah PPKD 
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan 

10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA.PPKD adalah 
rencana kerja dan anggaran badan/dinasbiro keuangan/bagian keuangan selaku 
Bendahara Umum Daer ah. 

11. Rencana Kerja dan Anggaran $KPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan 
anggaran $KPD 

12. Dolumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA.PPKD 
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badarn/dinas/biro keuangan/ bagian 
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-$KPD 
rerupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setip SKPD yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 



4 +#ta adalat pemberian uang/barang atu jasa dai pemerintat daerah kepada 
perusataan daerah, masyarakat dan organisasi kernasyarakatan, yang secara 
spesfk telah ditetapkan peruntukannya bersfat tdak wab dan tidak mengikat, 
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang 
penyelengaraan unutan pemerintah daerah. 
Bantuan sosial adala h  pemberian  bantuan  berupa  uang/barang dani pemerintah 
daerah kepada individu, keluarga, kelompok dar/atau masyarakat yang sifatnya 
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinrya resiko sosial 

16 Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi 
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok 
darn/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, 
fenomena alam dan bencana alam yang jka tidak diberikan belanja bantuan sosial 
ak.an semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah 
perjanjian hibah yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
antara pemerintah daerah dengan penerima hibah 

18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota 
masyarak.at warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agarna, dan kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka 
mencapai tujuar nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non permerintahan yang bersifat 
nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

BAB IL 

RUANG UINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungiawaban serta monitoring dan evaluasi 
pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersurmber dari APBD 

Pasal 3 

(1) Hibah sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, atau barang. 
(2) Bantuan sosial sebagaimana diraksud dalam pasal 2 dapat berupa uang atau 

barang. 

BAB III 

HIBAH 

Bagan Kesatu 
Umur 

Pasal 4 

(1 Pemberian hibah ditujukan untuk renunjang pencapaian sasaran program dan 



reitat daerah dean memperatikan asas. 

raltas. an 

arfaat untuk masyarak.at. 

Pembenian hibah sebagairmana imaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling 
sedikt 

a peruntukannya secara spesfik telah ditetapkan; 
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, 

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan 
c. memenuhi persyaratan penerima hibah. 

Pasal 5 

(1) Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah 
keseimbangan distribusi pemberian hibah. 

2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam asal 4 ayat (1) huruf b adalah 
tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional 

(3) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah 
batwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh aka! dan piliran 

(4) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

hurufd adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk perenuhan kebutuhan 
masyarakat 

Pasal 6 

Hibah dapat diberikan kepada: 
pemerintah; 

b. pemerintah daerah lainnya 
¢ perusahaan dat rah; 
d. masyarakat 
e. organisasi kerasyarakatan; dan/atau 
f. desa 

Pasal 7 

(f) Hibah kepada emerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan 
kepada satuan kerja dani kementerian/embaga pemerintah non kementerian yang 
wilaryah kerjanya berada dalam daerah. 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daer ah  lainnya sebagairnana dimaksud dalam asal 6 
huruf b diberikan kepade daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 
sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c 
diberikan kepada Badan Usaha AM Derah dalarm rangka penerusan hibah yang 

diterira pemerintah daerah dani Pererintah sesuai engan ketentuan perundang 
undangan 



Daeat setagaiana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk 
Daerat 

Tertatas 

ada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan 
a ieiompok orang yang meriliki kegiatan tertentu dalam bidang 

pereionomean, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan 
e0iatragaan non-profesional 

t6) #bah kepada organisasi kemasyarakatan sebagairmana dimaksud dalam Pase 6 
hurufe diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan 
peraturan perundang-undan 

t7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan tidak boleh dipergunakan untuk 
membiaryai kegi tan  olahraga  professional. 

(8) Hibah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurut f diberikan 
kepada desa dn la m  wilayah Daerah 

Pasal 8 

(f) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 7 ayat (4) 
diberikan dengan persyaratan paling sedikit 
a memiiii kepengurusan yang jelas 
b. berkedudukan dalam wilt yah Kabupaten Jepara 
t. meriiii sekretariat/ant 
d. tidak terjadi konflik internal 
e. meriliki/renguasai tanah yang sah apabila merupakan pekerjaan kontruksi. 
f. meriliti rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok 

orang 

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagairmana dimaksud dalamn Pas 7 
ayat () diberkan dengan persyaratan paling sedikit 
a. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun, 

ecual ditentulan lain oleh peraturan perundang-undangan, 
b. berkedudukan dala m wilayah Kabupaten Jepara 
¢. merilikl sekretariat tetap 

d. tidek terjadi konflik internal 
e. memiliki/menguasai tanah yang sah apabila merupakan pekerjaan konstruksi. 
f. memiliki reiening bank alas nama organisasi kemasyarakatan 

Bagan Kedua 
Penganggaran 

Paragraf 1 
Usulan Hibah 

Pasal 

(1) Pemerinteh, Perusahaan daerah, rasyarakat dan organisasi kemasyarakatan 
dapat meryampaian usutan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan 
dilengkapi proposal dan data pendulung lainnya 



daisud pada ayat (1) untuk usulan hibat berupa uang 
at 

bersr uraan tentang garboaran umum mengerat faita-fakta dan 
yang melatarbelakangi laksanakannya egiatan 

danya usulan hibah oleh calon penerima hibah. 
MM4 «sud dan tuuan, bersi uraian tentang ma#sud dan tujuan iaksanakannya 
egatan yang aian dibiyai oleh dana hibah, 

¢ Sa""groan (Orgaiasi emasyarakatan/elompok orang). bersi 
uraian tentang susunan pengurus dani organisasi kemasyarakatan/eorpok 
orang yang mengajukan usulan hibah, 

d Dorisili sekretariat (organisasi kerasyarakatan/kelompok orang).berisi uraian 
tentang keberadaan/alamriat dari organisasi errasyarakatan l 

kelompok orang yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat 
dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. 

e. 8an""wan.bent uraian tentang keiatan yang akan ilalkanakan oien 
calon penerima hibah 

f. Jadwal pelaksanakan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat 
pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah, 

g Rincian kebutuhan anggaran/rencan anggaran blaya berisi uraian tentang 
perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian 
kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya. 

h. Tande tangan dan nama lengkap calon penerima hibah(pimpinan/ketua) serta 
stempel/cap organisasilembaga 

(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh 
PetinggiKepala Kelurahan dan Camat setempat untuk permohonan hibah yang 
diajuk.an oleh m syarakat desakelurahan 

(4) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka rencana 
anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut g harus dibuat dan 
ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang meriliki kompetensi 
dalam bidang konstruksi 

(5) Proposal sebagairmana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa 
barang paling sedikit memuat: 
a latar belakang, berisi uraian tentang gambaran urum mengenai fakta-fakta dan 

yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan 
dan diajuannya usulan hibah oleh calon penenima hibah, 

b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya 
permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah. 

¢. Susunan kepengursan (Organisasi kemas yarakatan/kelompok orang).berisi 
uraian tentang susunan pengurus dani organisasi kerasyarakatan/kelompok 
orang yang mengajulan usulan hibah, 

d. Domisili sekretariat (organisasi kerasyarakatar/kelompok orang),berisi uraian 
"eradaan/alamatsekretariat dani organisasi kemasyarakatan I 
kelompok orang yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat 
ditubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. 

e. Jenis dan jumlah barang yang dirnohon,berisi uraian tentang jenis dan jumlah 
barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepad Pemerintah Daerah 

ft. Tenda tangan dan nama lengkap caion penerima hibah(pimpinan/ketua) serta 
tempe/cap organisas/lemba. 

(6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diketahui oleh 
PetinggiKepala Kelurahan dan Carat setempat untuk permohonan hibah yang 
diajukan oleh masyarakat desaelurahan 



setagaana daisud pada ayat (1) meliputi 
cyKrtu Tara Penduduk caion penerima hibah, 

coy _men pendiriarvpembentukan organiast 
as yaraiatan/eiorook orang atau penunjukan/pengangkatan sebagal 

pengurus dapat berupa aita notanes/keputusan penunjuan/pengangkata 
setagar pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungiawabk.an. 
Surat Pernyataan tidak terjadi konfik internal yang ditandatangani oleh calon 
penenima hibah(organisasi kermasyarakatan/kelompok orang) 

d Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan bangsa dan 
Politik (Bangkesbangpob) bagi organisasi kemasyarakatan. 

e. Foto copy bukti kepemiikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat 
pernya ta a n  tentang kperilikan tanah yang diketahui oleh Lurah (apabila 
kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi); 

t. Fois copy_Se""Man at se#orang-raorya surat Tan@a Tamat 
Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Bangunan atau sejenisnya dari 
yang menandatangani rencana anggaran biaya (apabila kegiatan yang diajukan 
merupak.an pekerjaan konstruksi), dan/atau 

g. Foto copy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok 
orang yang specimennya pimpinan/etua dan bendahara 

(8) Format Surat Peryataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) hurut c,  sebagaimana tercantum dalam Lampiran l yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati ini 

Paragraf 2 
Evaluasi Lsulan Hibah 

Pasal 10 

(1) Evaluasi terhadap usulan hibah sebagairana dimnaksud dalam Pasal 9 dilakukan 
oleh $KPD terksit yang dittunjuk oleh Bupati 

(2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang memiii 
tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagairana tercantumn dalam 
usulan hibah. 

(3) Evaluasi sebagaimane dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk : 
a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan 

harga yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen 
yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga.maka dapat 
menggunakan harga pasar yang bertaku saat itu. 

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan 
lainnya yang dipertukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya, 

c. memas tkan  keberadaan  organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang 
mengajukan usutan hibah (yang jelas), 

d. memastikan domnisili/alamat ekretariat (organisasi eras yarakatan/elorpok 
orang)sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon 
pen@rima hibah, 

e. Memestikan bahwa kegiatan yang aka dibiayai dengan dana hibah belum 
dilaksanakan oleh calon penerima hi.bah 

(4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaisud pada ayat (1) menyarpaian hasil 
evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melatui TA9D, 



taaa aisud pada ayat (4) berisi keterangan mengena 
daisud pada ayat (3), dengan disertai kesirputan 

.bat apat disetujut atau tidak disetuju sebagian atau seluruhnya 

rerberikan pertimbangan atas rekorendasi sebagaimana dimnaksud padad 
t(4)sesuai dengan prionitas dan kemarpuan keuangan daerah. 

Pasal 11 

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran 
hibah dalam rancangan KUA dan PPAS 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
anggaran hibah berupa uang, dan/atau barang. 

Paragrat 3 
Penetapan Penganggaran Hibah 

Pasal 12 

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA.PKD 

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD 

(3) RKA.PPKD dan RKASKPD ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
menjadi dasar penganggaran hibah dalemn A9BD sesual peraturan perundang 

undangan 

Pasal 13 

(1)Hibah berupa uang dianggarkan dalarm kelompok belanja tidak langsung, jenis 
belanja hibah, obyek, den rincian obyek belanja berkenaan pad PPKD. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang 
diformulasik.an keda la m  program  dan  kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanjad 
barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak 
ketiga/masyarak dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak 
ketiga/rmasyara berkenaan pada $KPD 

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dicantum#an nama penenima dan besaran hibah. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 14 

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA.PPKD. 



bat berupa tarang tau jasa berdasarkan atas DPA 

Pasal 15 

perbenian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama 
pie Bupat dan penerima hibah. 

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meruat ketentuan 
engenai 
a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 
c. besarar/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 
d. hak dan kewajban; 
e. tata cara penyaluran/penyn hibah; dan 
f. tata cara pelaporan hibah. 

(3) Penandatanganan NPHD sebagairmana dimaksud pada ayat (1) dapat 
didelegu sikan kepada pejabat yang ditunjuk. 

PAsal 16 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang 
atau jas¢ yang alaan ihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan 
daerah tentang AP8D dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. 

(2) Dafter penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
hibah. 

(3) Penyaluran hibah dani pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan 
setelah penandatanganan NPHD 

(4) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalamn Berita 
Acare Serah Terima Barang. 

(5) Penyaluran hibah berupa uang yang sumbernya berasal dari APBD dlakukan 
dengan perindahbukuan dani RKUD k rekening penerima hibah. 

(6) Pencairan hibah d ala m  bentuk  uang dilakuk.an dengan mekanisme perbayran 
langsung (LS). 

(7) Pencairan hibah berupa uang sebagairana dimaksud pada tyat (5) dilakukan 
sekaligus atau secara bertahap. 

Pal 17 

(1) Pe rmint an  pencairan  hibah  oleh  penerima hibah wajib dilengkapi kelengkapan 
administrasi dan dokuman terkat sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Kelengkapan administrasi sebagarana dimaksud pada ayat( 1) meliputi; 
a. Rencana Pengguanaan hibah; 



4 (er4at) dan bermaterai(tanda tangan.ama lengkap 
ba serta sterpelicap organisas/lembaga); dan 
norer Reiening Bank. 

era hioat yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam 
yat (7). maka untuk perrintaan pencairan tahap kedua dan selanjutnya 

harus diengiapi dengan dokumen terkait meliputi ' 
PRencana Pengguna hibah; 

b Kuitansi rangkap 4 (empat) dan bermaterai(tanda tangan,nama lengkap 
penerima hibah serta stempel/cap organisasi/lembaga); 

c. Surat Perryataan tanggung jawab; 
d. Laporan kerajuan pelaksanaan kegiatan(progress report); 
e. Foto copy Rekening bank; dan 
f. Laporan penggunaan hibah untuk tahap sebelumnya yang ditetapkan oleh 

SKPD pengelola 

(4) Permintaan atas penyaluran dana hibah diverifkasi oleh SKPD Pengelola. 

(5) $KPD Pengelola merekomendasikan pencairan dana kepada PPKD serta dilampiri 
kuitansi Pemda (A2.1) yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku 
penanggungiawab kegiatan. 

(6) Kepal Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku 
pp9KD memproses permintaan pembayaran dan pencairan hibah berupa uang 
sesuai peraturan perundang-undann yang berlaku 

Pasal 18 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan 
perundang-undan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungiawaban 

Pasal 19 

(1) Penerimna hibah berupa uang wajib menyamnpaikan laporan secara tertulis terait 

dengan penggunaan hibah kepada Bupati melalui ppKD dengan tembusan SK9D 
terkait. 

(2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana diraksud pada ayat (1) 
memuat: 

a. pendahuluan berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan 
kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan 
penggunaan hibah; 

c hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasd kegiatan yang telah dilaksanakan 
sesuai dengan proposal hbah yang telah diajukan kepada Pererintah Daerah 
dan NPHD; 



daa bersi uraan tentang anggaran yang telah 
sisa agaran yang tidak digurakan untuk membiayai 

tea iaisaaian sesuai dengan proposal hi/bah yang telah 
Perenntan Daeran dan N9HD: 

bes uraan tentang hal-hal yang perlu untu disampaikan oleh 
bat teriat dengan egiatan yang telah diaksanakan; 

tangan dan nama lengkap penerima hibah (Pimpinan/etua) serta 
cap organisasi/lemb; 

g lpiran, benisi doiumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan 

$ Penernima hibah berupa barang atau jasa wajib menyampaikan laporan secara 

tertulis terkat dengan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepale SKPD 
teriait 

(6) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibag berupa barang 
telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah 
Daerah dan NPHD erta ditandatangani oleh penerima hibah. 

Pasal 20 

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam 
tahun anggaran berkenaan. 

(2) Hibah berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis 
belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. 

Pasal 21 

(1) Pertanggungiawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: 
a utulan dani calon penerima hibah kepada Bupati, 
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah; 
• NPHD, 
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah (SP2D) berupa uang atau bukti serah 

tenima barang( Berita Acara serah tenima barang) atas pemberian hibah berupa 
barang. 

(2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana 
tercantum dalamn Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini 

Pasal 22 

(1) Penerima hibah bertanggungiawab secara formal dan material atas penggunaan 
hibah yang diterimarya 

(2) Pertanggungiawa penerima hibah meliputi 
a. laporan penggunaan hibah; 

b. surat pernyataan tanggung jawab mulak yang menyatakan bahwa hibah yang 
diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan 



¢ bukt-bukti pengeluaran yang lengap dan sah sesuai peraturan perundag 
undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban perbayaran 
perpajakan atau salinan bukti serah tenima barang (Berita Acara Serah Terima 
Barang) bagi penerima hibah berupa barang 

(3) Format surat Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, sebagairmana tercantum dalam lampiran Ill yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dani Persturan Bupati ini 

(3) Pertanggungiawaban sebagairana diraksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 
disampaikan kepada Bupati melal PPKD/SKPD terkait 1(satu) bulan setelah 
kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan januari 
tahun anggaran berikutnya, kecuall ditentukan lain sesuai peraturan perundang 
undangan 

(4) Pertanggungiawaban sebagairmana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan 
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. 

(6) Terhadap penggunaan hibah berupa uang dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh 
pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 23 

(1) Realisesi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pererintah daerah dalarn 
tahun anggaran berkenaan 

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai 
dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalamn 
neraca. 

(f) Reali si hibah berupa barang darn/atau jasa dikonversikan sesuai standar 
akuntansl pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapk.an pada 
cat.atan at.as lap0ran keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 
daerah 

(2) konversi dan pengungkapan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 25 

(1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai 
emnampuan keuangan daerah. 



scsil setagaana dnaisud pada ayat (1) dilakukan setelah 
eruta beianya urusan wajo dengan memperhatkan. 

an 

untui mas yarakat 

s ad.an sebagaimana imaksud pada ayat (2) huruf a adalah keseimbangan 
tbs perbenian bantuan sos+al 

Asas iepatutan sebagaimana diraksud pada ayat (2) huruf b adalah tindakan 
tau suatu siap yang dilaukan secara wajar dan proporsional 

5 Asas rasionalirtas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut adalah bahwa 
pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran 

(6) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
adalah batwa pembenian bantuan sosial diutamaan untuk perenuhan kebutuhan 
mas yarak.at 

Pasal 26 

Anggota/elompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Papal 25 ayat (1) 
meliputi 

Individu,keluarga, darn/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabi 
sebagai akibat dani krisis sosial, ekonomni, politik, bencana, atau fenomena alarm 
agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum 

b. lmbaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang 
berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari 
kemungkinan terjadinya resilo sosial. 

Pasal 27 

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dirnaksud dalgmn Pasal 25 ayet (2) 
memenuhi kriteria paling sedikit: 
a. selektif; 
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 
c. tidak torus menerus/pidak mengikat, kecual dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan, 
d. sesuai tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagaimana dirmaksud pada ayat (2) huruf a diartikan bahwa 
bantuan sosial hanya dibenikan kepada calon penerima yang ditujukn untuk 
melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b meliputi 
a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk kabupaten jepara; dan 
b. berdomisili dalamn wilaryah kabupaten Jepara 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dirmaksud pada 
ayat (2) huruf c diartikan bahwa perberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak 
harus diberikan setiap tahun anggaran 



berelyta setagarana iaisud pada ayat (2) huruf 
sos.al apat dberian setap tanun agaran sampa 

dies an res0 sos.al 

tan penguraan sebagaimana dimnaisud pada ayat (2) huruf d 
peroenian bantuan sos.al meliputi 

$0s.al 
endungan sos.al, 
p bera y aa n  sosial 
jia s0s.al  

e penangguiangan kemiskinan; dan 
+ peranggulangan bencana. 

Pasal 28 

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a 
ditujukan untuk merulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang 
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara 
wajar 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf b 
ditujuk.an untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan 
sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya 
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. 

(3) Pemberdayaa n  sosial  sebagairmana  dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf c 
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami 
masalah sosial merpunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 
dasarn1ya. 

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 27 ayat (6) huruf d merupakan 
skera yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat merenuhi 
kebutuhan dasar hiduprya yang layak. 

(6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) 
huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap 
orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau merpunya 
$umber mata pencaharian dan tidak dapat memnenuhi kebutuhan yang layak bagi 
kemnanusiaan. 

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruff 
merupakan srangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi 

Pasal 29 

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh 
penerima bantuan sosial 

(3) Bantunn sosial berupa ang sebagamana diraisud pada ayat (1) adalah uang yang 
dibeiian scara langsung iepada penenima sepert beasiswa bagi anak miskin, yayasan 
pengelola yatimn pitu, nelayan misiin rasyartist lanjut us.a, telantar, cacat berat dan 
tunjangankesehatan putra putni pahlawar yang tdak mar pu 



t setagaaa imaksud pada ayat () adalah 
$ecaa lag8ug epada penenima seperti bantuan 

utu sekola luar biasa wasta dan masyarakat tidak 
p rahu untuk  nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian epada 

sos«l ternaik bag keiorpoi masyarakat kurang manpu. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Paragraf 1 
Usulan Bantuan Sosial 

Pasal 30 

(1) Anggotakelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati, 
dengan di lengkapi proposal dan data pendukung lainnya 

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial 
berupa uang paling sedikit meruat: 

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan 
yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan 

dan diajukanya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial 
b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya 

kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan sosial, 
c. Susunan kepengursan (kelompok masyarakat/lembaga non 

pemerintahan),berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok 
masyarakat/lemb non permerintahan yang mengajukan usulan bantuan 
sosial 

d. Dorisili elompok masyarakat/lembaa non pemerintahan, berisi uraian tentang 
keberadaan/alamat dani kelompok masyarakat/ierbaga non pemerintahan yang 
engajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi 
sewaktu-waktu apabila dibutuhk.an. 

e. Bentuk kegiatar/renana penggunaan dana,berisi uraian tentang kegiatan yang 
ak.an dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial atau rencana 
penggunaan dana oleh calon penerima bantuan sosial. 

f. Rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya berisi uraian tentang 
perhitung.an mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rinian 
kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya. 

g. Tanda tangan dan namna lenglap calon penerima bantuan 
sosial(pimpinan) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok 
masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan 
dan nama lengkap calon penerima bantuan soslal (bagi anggota masyarakat'); 

(3) Proposal sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh 
Petinggi/Kepala Kelurahan dan Camat setempat untuk permohonan bantuan sosial 
yang diajukan oleh anggotakelompok masyarakat desa/elurahan. 

(4) Proposal sebagaimnana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan bantuan sosial 
berupa barang paling sedikit memuat: 
a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan 

yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegia tan  
dan  diajukanya usulan batuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial 



uaa tetang masud dan tujuan diajukannya 
cir penenia bantuan sosial kepada Pemerintah 

(elompok masyarakat/lembaga non 
ran tentang susunan pengurus dari kelompok 
non perenintahan yang mengaukan usulan bantuan 

eroi mas yarakat/iembaga non pemerintahan,berisi uraian tentang 
alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang 

mega;uan usuian bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi 
see raitu-waktu apabila dibutuhk.an. 

e Jens dan jumlah yang dimohon,berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang 
yang imohon oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah. 
Tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan 
sosial(pimpinan) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok 
masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan 
dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat). 

(5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh 
Petinggi/Kepala Kelurahan dan Camat setempat untuk permohonan bantuan sosial 
yang diajukan oleh anggotakelompok masyarakat desakelurahan 

(6) Data pendulung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; 
a. Foto copy Kartu Tande Penduduk calon penerima bantuan sosial, 
b. Foto copy dokumen pendirian/pembekan kelompok masyarakat/lembaga 

non pemerintahan atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat 
berupa akta notariskeputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus 
atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungiawabkan. 

c. Surat Perry@taan tidak terjadi konfi internal yang ditandatangani oleh calon 
penerima bantuan sosia (kelompok masyarakat/lemnbaga non pemerintahan); 
dan/atau 

d. Foto copy rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat/lembaga 
non pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/pimpinar/ketua dan 
bendahara 

(7) Format Surat Pernyatan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (6) huruf c, sebagaimane tercantum dalam lampiran IV yang erupakan bagian 
tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Evaluasi Usulan Bantuan Sosial 

Pasal 31 

(1) Bupati menunjuk $KPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis 
sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 30 pada ayat (1). 

(2) $KPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang memiiki 
tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan / tujuan penggunaan 
sebagairana tercantum dalam usulan bantuan sosial. 



ais pads ayat(2bertuyuan untuk 
atara Parga ala proposal degan stardar satuan 

ti digiungan Pemenintan Daerat atau apabila komponen 
tai terdapat dalam standar satuan harga.maka dapat 

arga pasar yang beriaiu saat tu 
sesuin antara kebutuhan peralatan dan bahan serta ebutuhant 

yd yang diperikan dalarr pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatan7ya, 
t east.ian eberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang 

mergauian usutan bantuan sosial (yang jelas), 
erastian domissili/alamat anggota/kelompok masyarakat/lembaga non 

pemerintahan sebagairana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon 
penerima bantuan sosial, 

e Memastikan batwa kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosia 
belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial, 

(4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil 
evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui A9D, 

(5) Rekdmendasi sebagaimane dimaksud pada ayat (4) berisi keterangan mengenai 
hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan disertai kesimpulan 
permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui sebagian atau 
seluruhnya. 

(8\ TAD memberikan pertimbangan atas tekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 32 

(1) Rekomendasi kepal SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud 
delamn Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran 
bantuan sosial dalarn  rancangan KUA den PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimnaksud pada ayat (1), meliputi 
anggaran bantuan sosial berupa uang darn/atau barang 

Paragrat 3 

Penetapan Penganggaran Bantuan Sosial 

PAsal 33 

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumian dalam RKA-PPKD 

(2) Bantuan sosial berupa barang dicanturmkan dalam RKA.SKPD 

(3) RKAPPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam ABD sesuai peraturan 
perundang-undan 

Pasal 34 

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) 
dlaggarkan dolor klmgskx balanjig tit alt langsung. jenils bean)a Danl2an el0l, 
obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. 



t a g  setagaans raisud ala Pasal 33 yat (2) 
iiompai belana largsurg yang formulaskan idalamn 

g ' yang duraian kedalamn jeris belanja barang dan jsa 
bartuaan sosial barang berkeraan yang akan diserahkan epada 

yaraat dan nincian obyek beanya bantuan sosial barang yang 
in pihak ietiga/mnasyarakat berenaan pada SKPD 

n nncan obyek belanja sebagairana inaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
aturkan namna penenima dan besaran bantuan sosial 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

(1) elnksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA.9PKD, 

2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA 
$KPD. 

Pasal 38 

(1) Bupati menetaplan dafar penenima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan 
Bupati berdasarkan peraturan darah tertang APBD dan peraturan Bupati tentang 
penjabaran AP8D 

(2) Penyaluran bantuan sosial didasaran pada dafar penerima bantuan sosial yang 
tercanturm da la mn  keputusan Bupati sebagaimana dimnaksud pada ayat (1). 

(3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penenima bantuan sosial 
ditungkan dalam Brita cars Serah Terima barang. 

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran 
langsung (LS). 

(5) Dalsmn hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000, 
(lime jut rupiah) pncairanya apat dilalkuk.an secara tunai melalui mekanismne 
Lang Persediaan. 

(6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana 
dimnaksud padad ayat (4) dan @yat (5) harus dilengkapi dengan: 
a. surat pmohonan pencalran bantugn; 
b. kuitansi rangkap 4(empat) dan bermaterai; 
• Foto copy nomer relening yang masih aktif; 
d. surat perryataan pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan 

bermaterai R 6.000. 
e. Surat Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang Penerima dan 

bet 'an bantuan sosisl 

(7) $SK9D Pengelola melakukan peneltian atas kelengkapan administrasi pencairan, 
kermudian merekomendasikan kepada PKD untuk diproses dan direalisasikn 

dana bantuan ke penerima bantuan melalui RKUD dengan diampini kuitasi 
permda(A2.1). 



Pengeiclan Keuangan dan Asset Daerah selaku 
tan perbayaran dan pencairan bartuan sosia berupa 

perundang-undangar yang belaku 

Pasal 37 

tu rang an jsa dalam rangia bantuan sosial sebagaimana diraksud 
Lada peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa yang 

Bagian Keerpat 
Pelaporan dan Pertanggungiawaban 

Pasal 38 

t1) Penerima bantuan ssial berupa uang wajjb menyampaikan laporan secara tertulis 
terkait dengan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan 
tembusan kepada 8KPD terkait 

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 
berikut: 
• Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penerimaan bantuan sosial, untuk bantuan 

sosial yang diterima sebelumn bulan Oktober. 
b. Paling lambat tanggal 10 Januani tahun berikutnya, untuk bntuan sosial yang 

diterima pada bulan Oitober sampai dengan Desember. 

(3) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat: 
a. pendahuluan berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelasanaan 

kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan sosial; 
b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya 

laporan penggunaan bantuan sosial 

c. realisasi penggunaan dana,berisi uraian tentang anggaran yang telah 
dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai 
egiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang 
telah diajukan kepads Pemerintah Daerah 

d. penutup, berisi uraian tentang ha-hal yang perlu untuk disampaikan oleh 
penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang teah diiaksanakan 

e. tanda tangan dan narna lengkap penerima bantuan keuangan sosial 
(Pimpinan/ketua) serta stempe/cap organisasi/embaga(bagi kelompok 
masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan 
dan nama lengkap penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat) 

(4) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunean 
bantuan sosial kepada Bupati melalui kepalg SK9D terkait. 

(5) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimnaksud 
pada ayat (3) paling sedikit memuat penijelasan mengenai penggunaan bantuan 
sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah 
diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan 
sosial. 



Pai 38 

urgdcatat sebagar realisasu penis belanja bantuan sosia 
tau@aran berieaan 

berupa tarang dcatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan 
is tea barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada $SK9D 

e Perggngawaban pemerintah daerah atas pmberian bantuan soial meliputi: 
a/an dan1 calon perenima bantuan sosial kepada Bupati; 

t eputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; 
pata itegntas dani penerirna bantuan sosial yang menyataian bahwa bantuan 
$0sa yang diteima akan digunak.an sesuai dengan usulan; dan 

d b uit  transfer/penyerahan uang (SP2D) atas pemberian bantuan sosisl berupa 
ag atau bukti serah terime barang atas pernberian bantuan sosial berupa 
tarang 

(2 Format pakta integritas sebagaimana diraksud pada ayat (1) huruf c, sebagaiman 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peaturan Bupati ini. 

(f) Penerima bantuan sosial bertanggungjawa secara formal dan material stas 
penggunan bantuan sosial yang dienimany.a 

(2) Pertanggungiawaban penerima bantuan soslal meliputi: 
a laporan penggnaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; 
b. surat peryats in tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan 

sosial yang diterima telah digunakan ssuai dengan usulan, dan 
¢. bulti-bukdi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang 

undangan bag penerima bantuan sosial berupa uang termasuk kewajban 
pembaryaran perpn ja k an  atau  salinan  bukti  serah  tenima  barang  (Benita Acar 
Serah Terima barang) bagi penerima bantuan sosial berupa barang. 

(3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagairmana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidal 
terpisahkan dai Peraturan Bupati ini. 

(4) Pertanggungiwaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b 
disampaix.an bersamnaan dengan permohonan pencalran dana, kecuali ditentuan 
lain sesuai peraturan perundang-undan 

(5) Pertanggungit vaban sebagaimane dimnaksud pada ayat (2) hurut c disimpan dan 
dipergunakan oleh penenima bantuan sosial selau obyek pereniksaan 

Pasal 42 

(f) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan dala rm  tabun  
anggaran  berenaan. 



p ar ag  yang  belurm  serahkan kepada perenima bantuaf 
pica tanun angaran berkenaan dlaporkan sebagal 

era 

Pasal 43 

batuan scsial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntasi 
""""""a pea leporan realsi appoaran dan iungkapkan pada catatan ata 
la ieuangan dalam penyusunan laporan keuangan. 
irversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dirasud 
pat () dlaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang beraku 

BAB V 

PENGEMBALIAN SISA DANA 
Pasal 44 

Penerima hibah atau bantuan sosial wajib mengembalikan sisa dana ke Rekening as 
Umum Daerah, yang penyampalannya dilakukan dengan menggunakan Surat 
Pengantar dani SKPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

BAB V 

MONITORING DAN EVALUASl 

Pasal 45 

(1) $KPD terkit me lal u kn  monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan 
bantuan sosial. 

(2) Hsi monitoring dan evaluasi sebagaimans dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepads Bupati dengan tembusan kepada inspektorat Kabupaten Jepafa. 

Pasal 46 

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaiman dimaksud dalam Asal 40 ayat 
(2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan 
yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan ssial yang bersangkutan dikenakan 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Paa 47 

Pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2011 
mengacu pada ketentua 



gt rs Namer taun 208 tentang Tata cara pelaisanaan dan 
belarya batuan sos+al 

Ngmgr taun 2009 tentang tata care peryaluran belanya hibah 

BAB VIN 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 48 

Padasaat beriakunya Peraturan Bupati ini, maka: 
a. Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 tahun 2008 tentang Tata cara pelaksanaan dan 

mekanisme penyaluran belanja bantuan sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2008 Nomor 42) 

b. Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara peryaluran belanja hibah 
(Berita Daerah Kabupa te n  Jepara tahun 2009 Nomor 11) 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 49 

Peraturan Bupati ini mulai berdaku pada tanggai diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal t7 0el e 

BUPATT J 

PEN~LIT\AN PRODUK HUKUM 
isi PAA 

Diundangkan di Jepara 
pada tan9gal +7 Cow e 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 N0MOR_zt........... 
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SAT PENYATAAN TIOAK TERJADI KONFLIK INTERNAL 

$gbetaata4a baa an 

- 
Ne i«eta « 

Alrrat 

Bedai untu 

er atas ara 

Dal arga pernbe-an hba Pererintat Daera dergan ire $aya 
reya.al.arr bawd i darn per gurus.a 0rgarisasi « ta tenpad ion« 
oral 

Der.din surat perry.atan in dbuat engasebenarnya lanpa aarya era 
dent pal rarapun sap% erudar ha terbukt perryataar$ya tiriai bear 
rel $y  berseda diurtut drmul perpaia tar dikeaka$an ssu de0gar 
+ewatarn perrarg-unangan yang oerla 

opera 

lererr bat 

rate raitd tg" 

tNra leg«a0 
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LAP»RAN H PERA TURAN BuPA TI JEPARA 
NOOR TAHUN 201 
TANGAL: )pee 2011 

PAKTA INTEGRITAS PENERMA HI8AH 

A BAH BERUPA UANG 

PAKTA INTEGRITAS 

Saya yang bertarda tar gar di paw 

Nara 

Ne lent ts «KTF 

Alinat 

alam rga pe+aka egata yarg itryar an dara at enga in 

rerytaeaw baw6.y 

• da iar mrlak aka praitei Korap Ko/us dan Nepotisme tKKN 

? a lar  re/apork.an paa pinak yang be wait/peweang apat#a mongetahur ad 
dis Krus Kut dan pctir [KKN' dala pr0Os p&la$a03a 
egiatan yang oirya dant aana »bat r 

$aka rerggungkr daa mitt sear dergar usul pr0posal mah dn Narka 
Perng htah Daeat sorta pelasaraarya in morartuh Per aturan ±upat 
Jpara Norr Tahu 2011 tertang Iats Cars Pergaf9para Pelakswean 
da Penatusafar Pelport a @raggargwaban $ta ritong dar 
fvls +embran ibat an Batuan Sowl yang bersumbar dnr Angara 
Peta dar Berg Doh can erst.urn Perun,dang un0agar yng bendat 

4 a0ab#a sty relarggar had al yang telat say ystkr dalurn +ta irtgrt 
ti say be%edi dire ark $es.a 1a Per@turn prurdarg 

arr'gar yang beriai 

peering h bat 

materan tg 

t Nara lr.gap 



• 

PAK'A INTEGRITAS 

Lala nga perberiar bat berupa baarg dan Pererintah Daerat engan1 f 

eryataiabawasarya 

an mregguaian baarg irraksud sour egan usualar proposal hat a 
Nasia Peryrjan ++ibah Dae rah sta petaksanaanya a«an rerratgti Petra 
Bupat Jcpara Nomor Thur 21 tentang la Cara Pergarggawan 
+el.sesaraat d Peatushaan elaoa g Pertaggungreabr sari 
Mwontorng qa Ev@rust Perrbera titat an Bantuan Sosa! yang Ber 
srber an "ggarar Perapatar dan elaya Daerah an eraturan Perun 
aguagar yang bar. 

2.aabia say relarggar ta-ta yarg ten saya rywt.aka daarn Pakta IregAs 

ii say. bersda dker.an arks ssui dengan Penaturan perundang 
naag" yang be 

Nara lrg4a0) 

BUPATI JE 

ENDRO MARTOJO 

PENELTAN PRODUK HUKL 
ju@ir AAr 

Sires 
r. 

l
•l� �•t,� 
-. 

,6, 

' S gAGAN WuKUM 
• 



LARAN I PERATURAN BUPATI JEPARA 
N0MR A7 TAHUN 2011 
A N G GA L . '] t s 2 0 1 1  

$uAT ERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ENERIMA BAM 

A d  BERuPA UANG 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

gbertadaganbawan 

- i iettas «+ 

Degan ii rrytaan bawns@rya stagar peerrna aa oat 'el 
meggunair a hibar tersebat sesaa enga asala propose hba dan Naskat 
Pergran Mar Dara era peiaraarys teia romatuh +eraturan Bupat 
Jepaa Nor&r ahun 291 tertag at Cara Penganggaan Pelaksaa ar 
Peat~usataan +elapora a Pertar $gurgawabaserta Moritorrg an Eva 
epena ioa an Bantuan Scswal ywg Berber dar hrggaran Peapeta" 
qa Bela Dern a Perturan perunaarg-roarg" yag brla sari 
say aka ortanggurg rest terada pegguraan daa hitpat irraks 

Apa qi ierrata hr diet tr,i penyfpngar ala 
pnggrarr« sehigga kerutie mrerbulr kerugr drat rag syi 
esed rergga dsr retort kerug but «a %tar $ta bred4 
re&raga ui rga perturar perundang-urndga yg 0er. 

Derian sura perrya ii buat degar pent kesaiw an as.a 
a9gggwabs.rt untui igergurksebagar.ar restiny 

Jepar8. 

Penni +bah 

mater tg 

(Nara ingkap+ 
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A 8ARANG 

SURAT PERNYATAAN "ANGGUNG 4AWAB 

Degan ii merya.in tawn syasbgei pererrna bat teruta barang 
telan eguraw berag erbut sesar organ usu/an proposal hta an Nasan 
Pera iba Dera serta pelararry telah reratum Peratuts Buran 
Jara Noror . atun  2Cf tentang ata Cara Pngngpara Pelaksaaa a 
enartrs.aa, Pel6ore ee Pertangqgabserta tMr.toning gn Eva.us 
Perpend tiah dan Batuar Sosii yg Borster dan Aggaran +erapata" 
car Bile Datt ta Per@tuna Perunang-raarga yang tertau serta 
bera9ng wt rut.ak reap pggraan rag ires 

Apata t lerutie hani ikgtaut teradi peyirange le 
pengraarnye sehgge «rude rerantutin ergua guerah, mega syi 
tea merer.a saris sea gar perturae peranganar yang 
berg 

Dern sat pry.aaa ii dbuat cnga penut kesaaran an tars.a 

a9gawdbset untui peguri swwbagrara mestinyd. 

ore.rs tat 
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LAMPMAN IN PERA TUAN BUPAT JEPARA 
NMR 37 TAHUN 2011 
ANAL7 0ace 2011 

SURAT PERNYATAAN IOAK TERJADI KONFLIK INTERNAL 

Say yang bertaca tgant bwat 
Nawn$ 

No ientts KIP 

Dear rang#a pertenar bantuan sos tan Perren.tat Loera ega f 

@ya rewatalar tatwa d alar epengurar orgarises kri pal teryadi #cnh 
terr al 

Dern$urat perrata in dbuat organ teberarny tar.pa a a  terror 
deptakr fraraurn. sea ab.a ruder ha terbukt perr yatan $ya tida be.a 
say bersede duntu dru pengad dan iiakr skua en1g 

Peratur perundwg-uraga yang beak 

Jpaa . •  

atetd tgr 

Nara leg4apt 
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uMAN AT JSPARA 

ANUN 2' 
A G cow201t 

AA NEAS PENERMA BANTUAN S0SAL 

A ANT\AN $0SAL BERuA UANG 

PAK'A INTEGRITAS 

No lent.ta 1 

attar 

Brtda urtui 

1 a t $  1a.% 

Lale rank pe.aisgan «g.tan yang bury an dra batuans0 deg8n 
ri reryata 0a0w $.y  

ta in fetsua pratek Korus. Kolas, ta Nepotsrre (KN 

2 k n  rl.par«pa pt yang berwt/bperweang apapi mengetatu a0 
xis. Kcrups Klus a ipatan [KKN dslar pr0ts plksawat 
egata yang dbyqr a data bauas0sat if 

3 ala ergquakgr da batu oles er.gar usu/a' pr0p% bala 
st sets pelasaany.a.a nrratu Peratur Wal.oa Srbay 
Morar Tatu 201 terr'g lata Cara Peng19gatan, Pela awaa don 
Pentauaar Pelpora dan Prtarg9urgawacan srta Montong 0if' 
fvlugs Perbena +itah an Barta So yang Berube an +ggara 
Perat a lrj Lat g Petura peru0ng- uragr yang berta 

4 aao say rel9gar fat-fa! yargteiah sarya rytar«an dulamn +akt /tgrt 
rN ya tensed era arksi saat er.gar Pgrgtuat prurdang 
raga'yargble. 

feeirrs bantun sol 

rate wt l9 

(Nara liar.gap 
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$SAL BERUPA BARAN 

PAKTA NTEGRTA$ 

Berta untua 

da at$ 0aTa 

Dain raga pebera batune so.el brupa brag d Pererinta Deeret 
dengan imu mneyatakart bras.any 

ain mengquakar bang draksud ssua er9ar usular proposal batuan 
s,al $rt peaksaaary% air rerrtum Peraturan gupat Jara 
Namer Tatun 211 tentang Tata Cara Pergargaran Plaisaraar da 
sausataa Pertagrgarrabat ta Pe/aporan serta Monitoring an 
vats +toah a atua Sos yang Desroer an rggeran Perapea 
dan Betarya Darah ta Peraturar per ang-ardargar yang berial 

2apt.a sarya e9gar nale-lag teat srya yata-inn dalgm Pait integn 
me say bere turn saks seat gr raturan perurdang 
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LAMP1RAN VI PERA TURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR TAHUN 2011 
ANGGAL • ; CA 2 0 1 f  

SURAT PERNA"AAN TANGGUNG JAWA PENERIMA BANTUAN SOSIAL 

A BANTUAN $OSAL BERUPA UANG 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE 

Yang bertanda tangan bawah « 

No Identitas KT 

Jabata 

Beridai untua 
an atas a 

Lengaav mer yr.gag baa saya sebag peerirna daa bartua$sit 
telah men9quala dare bartuav soil terseburt sesui dengat usu/la proposal 
batuan scsat sert peigkrsaaarya tegh merratui Pergtutan ±Hupatr Jopata 
Nomor Tau.n 2911 tertag Iata Cara Peng@nggata Pets#sanaan dan 
+enata.as %a. elaporan aa Pertanggarwtanserta Monitoring dan Evaluas 
emoera tith an Banta Sos»al yang Bersumber dani Arggaran Perapata 
dan Belarja Dav an feraturan perunang udgan yang berla set 

4y.al bertngqgneat mutiai terhatap pegquaan da batuan sosul a 

"'' Apaba d radar ti tau terjad pryirrpngan darn 
pengguraany.sang9a «rmur merrbu «rga aeah, ma.la say 
berseia menggart ga reyetori keruga tersebut ke ks daerh seta bersed 
menenrasri ses rgn perturar perundawg-nan&a yang berau 

Derion surt pernytan ii dibat engar put iesgdaran tan ta.a 

rggungyawatr urtuk dperguar.air sebagarnaa retry.a 

Penenma batuaosua 

ratera/td tg 



gEuPA BARANG 

Su#AT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Dengan ii merryatala batwasaryasebagai penernira bantuan sosial berupa 
barang teiah mnenggunalan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal bantuan 
so%al serta pelaks.a0a0ya tel.ah ternatui Peratutan Bupa Jepara 
Nomnor Tahun 2011 tetang Tata Cara engaggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausaha Pel@porn dgn Pertaggungarwaban serta Monitoring dan Evaluase 
ibat dan Bartuan Sosal yang Bersurber dani Anggaran endapatan dan Bela0ya 
Daetah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sert.a say akxan 

bertanggung wab mutit teradap penggunaan barang dima#sud 

Apabda di kerruin hani detahu ter,adi peryirpangan dalawn 
penggunanny setingga lerudi menirnbuflan kerugian derah mnaka sarya 
bersedg rnenera sank. sesua  enga  peraturan  perud0g-a09a.1 ya0g 

bertak 

Derion surat perryat iti qibu.at denga puh kesaaran dan fas.a 

tanggung jaw.bserta untulit dipergunak.an sebagain.an mestwya 

- 

enenmna bantuan $0al 

matera/td tgn 

(Nara lengiap) 
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